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BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2023 

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR TEKNIS DAN STANDAR 

HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 

Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis 

dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan 

Tahun Anggaran 2024; 
    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

SALINAN 
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Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ; 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomur 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5583) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 6532); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547) ; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisis 

Standar Belanja, Standar Teknis Dan Standar Harga 
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Satuan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 

2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 

Nomor 23); 

    

MEMUTUSKAN : 

    

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 

TAHUN 2023 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA, 

STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 

2024 

    

  Pasal I 

   

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor  

23  Tahun  2023 tentang Analisis Standar Belanja, Standar 

Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten 

Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4A 

 

Ketentuan mengenai rincian Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Konstruksi bidang sumber daya air, bidang bina 

marga, serta bidang cipta karya dinyatakan tidak berlaku. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Magetan 

Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja, 

Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 23) diubah, 

sehingga Lampiran III berubah dan harus dibaca 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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  Pasal II 

   

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

    

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal 9 Januari 2024 

Pj. BUPATI MAGETAN, 

          TTD 

      HERGUNADI 

 
 
Diundangkan di Magetan 

pada tanggal 9 Januari 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

TTD 

HERMAWAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 2 

 

  
 

 
 

 


